






Pelapor pada tanggal 03 Desember 2024 sedangkan 

berdasarkan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Sadan 

Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 

Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran 

Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil 

Walikota yang Terjadi Secara Terstruktur Sistematis 

dan Masif, yang mengatur "Laporan Pelanggaran 

Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) disampaikan sejak tahapan penetapan 

Peserta Pemilihan sampai dengan hari pemungutan 

suara" sehingga jika merujuk pada Peraturan KPU 

Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal 

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan 

Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 

2024, pada lampiran menyebutkan tahapan dan jadwal 

pelaksanaan pemungutan suara yaitu pada hari Rabu 

tanggal 27 November 2024. Berdasarkan hal tersebut, 

laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM 

(Terstruktur, Sistematis, dan Masif) yang disampaikan 

oleh pelapor telah melewati batas waktu yang telah 

ditentukan [vide Bukti PK.6.7-2] 

1.1.2 Bahwa selanjutnya terkait dengan tidak terpenuhinya 

syarat materiel laporan dugaan pelanggaran administrasi 

terstruktur, sistematis, dan massif adalah tidak terdapat 

tindakan dan/atau perbuatan aktif yang menerangkan 

dan membuktikan penyelenggara pemilihan yaitu 

Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir, Panwaslu Kecamatan 

Se-Kabupaten Rokan Hilir, Pengawas Kelurahan/Desa 

Se-Kabupaten Rokan Hilir dan Pengawas TPS Se

Kabupaten Rokan Hilir melakukan perbuatan 

menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi 

lainnya untuk memengaruhi pemilih yang terjadi secara 

terstruktur, sistematis, dan masif. Kemudian terkait 

dengan perencanaan perbuatan mobilisasi mahasiswa 

sebelum hari pemungutan dan penghitungan perolehan 

suara, disebarkan ke nomor handphone mahasiswa 
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Kabupaten Rokan Hilir yang sedang kuliah di luar 

Kabupaten Rokan Hilir berupa menghimbau dan 

menjanjikan pendaftaran pulang ke Kabupaten Rokan 

Hilir dan kembali ke tempat mahasiswa berkuliah 

menggunakan bus gratis dengan cara mengorganisir dan 

membagi tugas dalam memobilisasi mahasiswa yang 

akan memberikan hak suaranya kepada Pasangan 

Galon Bupati dan Galon Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor 

Urut 2 (dua) bernama H. Bistamam dan Jhony Charles, 

tidak dilakukan oleh calon, aparat dan/atau 

penyelenggara pemilihan. Kemudian berkenaan dengan 

mahasiswa yang dimobilisasi berdasarkan bukti yang 

diserahkan oleh pelapor berupa daftar nama mahasiswa 

yang ikut dalam mobilisasi pemilih dilakukan oleh 

Pasangan Galon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir H. 

Bistamam dan Jhony Charles sebanyak 211 mahasiswa. 

Setelah Bawaslu membandingkan dengan selisih suara 

berdasarkan Model D.Hasil Kabko-KWK-Bupati/Walikota 

antara Nomor urut 01 dan Nomor urut 02 dapat 

disimpulkan perbandingan jumlah mahasiswa yang 

dimobilisasi dengan selisih hasil perolehan suara pada 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan 

Hilir tidak memiliki dampak yang sangat luas 

pengaruhnya terhadap hasil pemilihan. Dengan demikian 

terhadap hasil pemeriksaan perkara, Bawaslu Provinsi 

Riau mengambil kesimpulan laporan pelapor tidak 

memenuhi syarat materiel dugaan pelanggaran 

administrasi pemilihan terstruktur, sistematis, dan massif. 

[Bukti PK.6.7-2] 

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima Surat Perihal

Penerusan lnformasi Awai Dugaan Pelanggaran Pemilihan dari

Bawaslu Provinsi Riau Tanggal 13 Desember 2024 yang pada

pokoknya Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir untuk menindaklanjuti

dan melakukan Penelusuran lnformasi Awai dimaksud sesuai

dengan peraturan perundang-undangan dan melaporkan kepada

Bawaslu Provinsi Riau. [vide Bukti PK.6.7-3]
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2.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir membentuk tim penelusuran 

berdasarkan Surat Tugas Nomor 299/PP.00.02/K.RA-

08/12/2024 dan 300/PP.00.02/RA-08/12/2024 tanggal 17-19 

Desember yang pada pokoknya menindaklanjuti surat dari 

Bawaslu Provinsi Riau Surat Perihal Penerusan lnformasi 

Awai Dugaan Pelanggaran Pemilihan pada tanggal 13 

Desember 2024. [vide Bukti PK.6.7-4] 

2.2 Bahwa Penelusuran terhadap informasi awal sebagaimana 

yang termuat didalam Formulir Model A.6.1 dilakukan dengan 

cara mendatangi lokasi, meminta keterangan kepada para 

pihak dan mendokumentasikan keterangan pihak terkait, 

adapun pihak yang dimintai keterangan adalah Annisa 

Armarosa, lndah Septiani dan Masriana Puspitasari Br 

Mangunsong yang pada pokoknya menerangkan bahwa 

mobilisasi mahasiswa tersebut tidak ada tujuan dan ajakan 

untuk memilih pasangan calon tertentu dan tidak ada tujuan 

untuk pemberian uang atau materi lainnya [vide Bukti PK.6.7-

5] 

2.3 Bahwa Hasil Penelusuran Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir 

sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 

Nomor 433.A/LHP/PM.00.02/K.RA-08/12/2024 tanggal 17-19 

Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan 

informasi awal terkait dugaan pelanggaran pada Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 yang 

diberikan oleh Bawaslu Provinsi Riau berdasarkan Surat 

Nomor: 74.1/PP.00.02/K-RA/12/2024 tanggal 13 Desember 

2024 Terkait dugaan pemberian uang atau materi lainnya 

tidak melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2015 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 
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tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota menjadi 

Undang-Undang [vide Bukti PK.6.7-6]; 

2.4 Bahwa Hasil Penelusuran Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir 

sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan 

Nomor 433.B/LHP/PM.00.02/K.RA-08/12/2024 tanggal 17-19 

Desember 2024, yang pada pokoknya menerangkan 

informasi awal terkait dugaan pelanggaran pada Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Terkait dugaan 

Pemberian uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi 

Pemilih tertentu tidak terdapat pelanggaran Tindak Pidana 

Pemilihan. [vide Bukti PK.6.7-7] 

Bahwa Pemohon· .pada pokoknya mendalilkan terdapat laporan-laporan 

yang berkaitan dengan Pasangan Calon Nomor Urut Dua yang tidak 

ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 29 Laporan 

(angka 1 halaman 11 sampai dengan halaman 16). Terhadap dalil 

Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir: 

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan

Pokok Permohonan.

1. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

015/PL/PB/Kab/04.1 0/IX/2024 tanggal 28 September 2024 [vide

Bukti PK.6.7-8). Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten

Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 30 September

2024 yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak

ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan tidak

memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.6.7-

9).

2. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

016/PL/PB/Kab/04.1 0/IX/2024 tanggal 30 September 2024 [vide

Bukti PK.6.7-10]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten

Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 4 Oktober 2024

yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak

ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak

memenuhi syarat materiel pelaporan [vide Bukti PK.6.7-11].
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3. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

017/PL/PB/Kab/04.1 0/IX/2024 tanggal 30 September 2024 [vide

Bukti PK.6.7-12). Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten

Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 4 Oktober 2024

yang pad a pokoknya menerangkan la po ran tidak

ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak

memenuhi syarat formal dan materiel pelaporan [vide Bukti

PK.6.7-13].

4. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

018/PL/PB/Kab/04.1 0/IX/2024 tanggal 30 September 2024 [vide

Bukti PK.6.7-14). Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten

Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 4 Oktober 2024

yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak

ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak

memenuhi syarat materiel pelaporan [vide Bukti PK.6.7-15).

5. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

019/PL/PB/Kab/04.1 0/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024 [vide Bukti

PK.6.7-16]. Terhadap Laporan tersebut. Bawaslu Kabupaten

Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 9 Oktober 2024

yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak

ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak

memenuhi syarat materiel pelaporan [vide Bukti PK.6.7-17)

6. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

020/PL/PB/Kab/04.1 0/X/2024 tang gal 2 Oktober 2024 [vide Bukti

PK.6.7-18). Terhadap Laporan tersebut. Bawaslu Kabupaten

Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 9 Oktober 2024

yang pada pokoknya menerangkan laporan tidak

ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak

memenuhi syarat materiel pelaporan [vide Bukti PK.6.7-19).

7. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

031 /PL/PB/Kab/04.1 0/X/2024 tang gal 8 Oktober 2024 [vide Bukti

PK.6.7-20]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten
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Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 11 Oktober 2024 

yang pada pokoknya menerangkan Laporan yang diberikan tidak 

memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan [vide Bukti PK.6.7-

21] 

8. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan

pelanggaran Pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

032/PL/PB/Kab/04.1 0/IX/2024 tanggal 9 Oktober 2024 [vide Bukti

PK.6.7-22]. Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten

Rokan Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 15 Oktober 2024

yang pad a pokoknya menerangkan la po ran tidak

ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak

memenuhi syarat materiel pelaporan [vide Bukti PK.6.7-23]

9. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan

pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

033/PL/PB/Kab/04.1 0/X/2024 tanggal 9 Oktober 2024 [vide Bukti

PK.6.7-24] Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan

Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 12 Oktober 2024 yang

pada pokoknya menerangkan laporan tidak

ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak

memenuhi unsur-unsur pelanggaran pemilihan [vide Bukti PK.6.7-

25]

10. Bawaslu Ka bu paten Rokan Hilir menerima laporan dugaan

pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

034/PL/PB/Kab/04.1 0/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 [vide Bukti

PK.6.7-26] Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan

Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 16 Oktober 2024 yang

pada pokoknya menerangkan laporan tidak

ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak

memenuhi syarat materiel [vide Bukti PK.6.7-27]

11. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan

pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

035/PL/PB/Kab/04.1 0/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 [vide Bukti

PK.6.7-28] Terhadap Laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan

Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 16 Oktober 2024 yang

pada pokoknya menerangkan laporan tidak

ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak

memenuhi syarat materiel [vide Bukti PK.6.7-29]
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Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 25 Oktober 2024 yang 

pada pokoknya menerangkan la po ran tidak 

ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan bukan 

merupakan dugaan pelanggaran [vide Bukti PK.6.7-39] 

17. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan

pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

051/PL/PB/Kab/04.1 0/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 [vide Bukti

PK.6.7-40]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan

Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang

pad a pokoknya menerangkan la po ran tidak

ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak

memenuhi syarat formal dan syarat materiel pelaporan [vide Bukti

PK.6.7-41]

18. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan

pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

052/PL/PB/Kab/04.1 0/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 [vide Bukti

PK.6.7-42]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan

Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang

pad a pokoknya menerangkan laporan tidak

ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak

memenuhi syarat formal dan syarat materiel pelaporan [vide Bukti

PK.6.7-43]

19. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan

pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

053/PL/PB/Kab/04.1 0/X/2024 tang gal 22 Oktober 2024 [vide Bukti

PK.6.7-44]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan

Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang

pada pokoknya menerangkan laporan tidak

ditindaklanjuti/dihentikan karena laporan yang diberikan tidak

memenuhi syarat formal dan syarat materiel pelaporan [vide Bukti

PK.6.7-45]

20. Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan dugaan

pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor

054/PL/PB/Kab/04.1 0/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024 [vide Bukti

PK.6.7-46]. Terhadap laporan tersebut, Bawaslu Kabupaten Rokan

Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang

pada pokoknya menerangkan laporan tidak
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Bukti PK.6.7-64]. Terhadap laporan Bawaslu Kabupaten Rokan 

Hilir mengeluarkan status laporan tanggal 30 November 2024 yang 

pada pokoknya menerangkan laporan tidak 

ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan tidak 

memenuhi syarat materiel pelaporan [vide Bukti PK.6.7-65] 

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan

yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan

dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan

nomor 015/PL/PB/Kab/04.1 0/IX/2024, yang pada pokoknya

melaporkan peristiwa penggunaan kekerasan karena berbeda

pilihan dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Rokan Hilir [vide Bukti PK.6.7-8].

1.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal

nomor 015/PL/PB/Kab/04.1 0/IX/2024 tanggal 30 September 

2024, yang pada pokoknya menjelaskan tidak terdapat 

unsur-unsur pelanggaran pemilihan didalamnya, karena 

uraian peristiwa yang disampaikan mengenai konflik pribadi 

antara pelapor dengan terlapor yang masing-masing 

mengarah pada menentukan arah pilihan masing-masing 

sehingga terjadi tindak kekerasan, sehingga Bawaslu 

kabupaten Rokan Hilir menilai syarat materiel khususnya 

uraian kejadian dinilai belum terpenuhi [vide Bukti PK.6. 7-

66]. 

1.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan 

pemberitahuan status laporan tanggal 30 September yang 

pada pokoknya menerangkan laporan tidak 

ditindaklanjuti/dihentikan karena Laporan yang diberikan 

tidak memenuhi unsur-unsur Pelanggaran Pemilihan. [vide 

Bukti PK.6.7-9] 

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan

dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan

nomor 016/PL/PB/Kab/04.1 0/IX/2024, yang pad a pokoknya

melaporkan dugaan tidak Netral yang dilakukan Pit. Bupati

Rokan Hilir H. Sulaiman, SS. MH terkait pengumpulan Pj.

Penghulu Se-Kecamatan Bangko sekaligus mengumpulkan
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jangka waktu 2 hari setelah pemberitahuan disampaikan 

kepada Pelapor [vide Bukti PK.6.7-73] 

8.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status 

laporan tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya 

menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan 

karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat 

materiel pelaporan. [vide Bukti PK.6.7-23]. 

9. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan

dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan

nomor 033/PL/PB/Kab/04.1 0/X/2024 yang pada pokoknya

menjelaskan terdapat dugaan Black Campaign yang dilakukan

oleh salah satu masyarakat Kecamatan Sinaboi diduga

menebar fitnah terkait Kartu Aman yang di bagikan pada Pilkada

Tahun 2020, sebagai bahan untuk memfitnah Pasangan Galon

Afrizal Sintong dan Setiawan (Galon Bupati dan Wakil Bupati

Nomor Urut 01 ), bahwa Afrizal Sintong tidak menepati janji

setelah terpilih sebagai Bupati terpilih pada Pemilihan Kepala

Daerah tahun 2020 [vide Bukti PK.6. 7-24]

9.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal

nomor 033/PL/PB/Kab/04.1 0/X/2024 tanggal 11 Oktober 

2024 yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat 

melaporkan dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu 

Kabupaten Rokan Hilir, Pelapor memberikan informasi 

nama dan alamat/domisili terlapor yang tertuang dalam 

Formulir Penerimaan Laporan yaitu Salah Satu Masyarakat 

Kecamatan Sinaboi beralamat di Kecamatan Sinaboi. 

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh pelapor tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa nama terlapor dari dugaan 

pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan pelapor belum 

diketahui sehingga terhadap syarat formal khususnya 

"pihak terlapor", Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai 

tidak terpenuhi. Kemudian terhadap keterpenuhan syarat 

materiel berdasarkan laporan yang disampaikan oleh 

Pelapor, waktu peristiwa Dugaan Pelanggaran terjadi Pukul 

01.00 WIB, 9 Oktober 2024 yang di duga dilakukan oleh 

salah satu masyarakat Kecamatan Sinaboi. Bahwa dari 

kalimat tersebut Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menilai 
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informasi Pihak terlapor yang tertuang dalam Formulir 

Penerimaan Laporan yaitu Akun Facebook atas nama 

Vino Bastian yang merupakan Tim sukses Calon Bupati 

dan Wakil Bupati Rokan Hilir Nomor Urut 02, yang 

berdomisili di Ujung Tanjung Kabupaten Rokan Hilir 

Provinsi Riau. Berdasarkan informasi yang diberikan oleh 

pelapor tersebut Bawaslu Rokan Hilir melakukan analisis 

terhadap formulir Model-Tim Kampanye Gubernur dan 

Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota 

dan Wakil Walikota yang merupakan daftar Tim kampanye 

resmi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten 

Rokan Hilir dan juga daftar akun media sosial Pasangan 

Calon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir Tahun 2024 

nomor urut 2 yang terdaftar di KPU Kabupaten Rokan Hilir 

Tidak ditemukan didalam Tim Kampanye Tingkat 

Kabupaten dan/Atau Tingkat Kecamatan atas nama Vino 

Bastian. maka dapat disimpulkan bahwa nama terlapor 

yang dilaporkan pelapor yaitu akun Facebook atas nama 

Vino Bastian belum dapat dipastikan nama asli dari 

Pemilik akun tersebut sehingga terhadap syarat formal 

khususnya " pihak terlapor", Bawaslu Kabupaten Rokan 

Hilir menilai belum terpenuhi. Bawaslu Kabupaten Rokan 

Hilir mengeluarkan surat nomor 213/PP.01.02/K/10/2024 

tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya 

menerangkan setelah melakukan kajian awal terhadap 

laporan nomor: 051/PL/PB/Kab/04.10/X/2024 meminta 

kepada Pelapor untuk melengkapi penambahan syarat 

formal dan syarat materiel dalam jangka waktu 2 hari 

setelah pemberitahuan disampaikan kepada Pelapor [vide 

Bukti PK.6. 7-82] 

17.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir mengeluarkan status 

laporan tanggal 27 Oktober 2024 yang pada pokoknya 

menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan 

karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat 

materiel pelaporan [vide Bukti PK.6.7-41] 

18. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan

dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan
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menerangkan laporan tidak ditindaklanjuti/dihentikan 

karena laporan yang diberikan tidak memenuhi syarat 

formal dan syarat materiel pelaporan [vide Bukti PK.6.7-

43]. 

19. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir menerima laporan

dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan formulir laporan

nomor 053/PL/PB/Kab/04.1 0/X/2024 yang pada pokoknya

pelapor melaporkan bahwa pada hari Senin, 21 Oktober 2024

pelapor mendapatkan informasi dari postingan Dugaan

Peristiwa Hukum memfitnah dan mengadudomba Galon Bupati

Rokan Hilir Afrizal Sintong Nomor Urut 01 dengan Galon Bupati

Bupati Rokan Hilir H. Bistamam Nomor Urut 02 yang diposting

oleh akun Facebook Saleh Siragih. [vide Bukti PK.6.7-44]

19.1 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan kajian awal

nomor 053/PL/PB/Kab/04.10/ X/2024 tanggal 23 Oktober 

2024 yang pada pokoknya bahwa pada saat melaporkan 

dugaan pelanggaran Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten 

Rokan Hilir, Pelapor memberikan informasi Pihak terlapor 

yang tertuang dalam Formulir Penerimaan Laporan yaitu 

Akun Facebook atas nama Saleh Siragih yang merupakan 

Tim sukses Galon Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hilir 

Nomor Urut 02, yang berdomisili di Ujung Tanjung 

Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. Berdasarkan 

informasi yang diberikan oleh pelapor tersebut Bawaslu 

Rokan Hilir melakukan analisis terhadap formulir Model

Tim Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan 

Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yang 

merupakan daftar Tim kampanye resmi pasangan calon 

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rokan Hilir nomor 

urut 2 yang terdaftar di KPU Kabupaten Rokan Hilir tidak 

ditemukan didalam Tim Kampanye Tingkat Kabupaten 

dan/Atau Tingkat Kecamatan atas nama Saleh Siragih 

maka dapat disimpulkan bahwa nama terlapor yang 

dilaporkan pelapor yaitu akun Facebook atas nama Saleh 

Siragih belum dapat dipastikan merupakan nama asli dari 

Pemilik akun tersebut sehingga terhadap syarat formal 

khususnya " pihak terlapor", Bawaslu Kabupaten Rokan 
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laporan ditindaklanjuti dengan penanganan pelanggaran 

[vide Bukti PK.6.7-90]. 

25.2 Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir melakukan Kajian 

Dugaan Pelanggaran pemilihan nomor 

064/Reg/LP/PB/Kab.04.1 0/IX/2024 tanggal 06 November 

2024 yang pad@ pokoknya menerangkan bahwa 

berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Pelapor atas 

nama Suryadi, saksi atas nama Muammar, Muhammad 

Fadhli dan Junaidi disesuaikan dengan bukti berupa Alat 

Peraga Kampanye (baliho) dan ketentuan didalam 

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 69 ayat (1) 

huruf g menyebutkan "dalam Kampanye dilarang merusak 

dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye" terhadap 

unsur setiap orang maka diperoleh fakta bahwa terhadap 

Heri alias Heri Katak yang disebutkan oleh Pelapor 

sebagai pelaku pengrusakan Alat Peraga Kampanye di 

Jalan Perwira sampai dengan jalan pusara, yang mana 

disebutkan dirinya beralamat di jalan Pusara I Bagan 

Siapaiapi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, ketika 

pihak Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir datang untuk 

menyampaikan undangan klarifikasi tetapi tidak 

menemukan dan melihat Heri alias Heri Katak melainkan 

yang dapat ditemui di alamat yang disebutkan oleh 

Pelapor adalah Kakak Kandung Heri alias Heri Katak 

bernama Rohani, yang mana berdasarkan keterangan 

Kakak Kandung Heri alias Heri Katak bernama Rohani 

tersebut Heri alias Heri katak jarang datang kerumah dan 

lebih banyak berada dijalanan dan jarang berkomunikasi 

dengan masyarakat dilingkunganya. Bahwa mengingat 

ketentuan batas waktu yang diperbolehkan untuk 

menjalankan penanganan pelanggaran telah memasuki 

hari terakhir, berdasarkan hasil pembahasan Setra 

Gakummdu, Laporan mengenai Pengrusakan Alat Peraga 

Kampanye terdapat hasil laporan dihentikan karena 

Terlapor atas nama Heri Alias Heri Katak tidak dapat 

ditemui dan berdasarkan undangan klarifikasi yang 

disampaikan kepada kakak kandungnya bernama Rohani 
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harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat 

sebelum dimulainya masa tenang. 

d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik

Peserta Pemilu, Pasangan Galon, dan/atau tim Kampanye

dilarang melakukan Kampanye pada masa tenang

e. Tidak melakukan kegiatan yang mengarah pada aktifitas

kampanye di masa tenang dengan menamakan kegiatan

sosialisasi, silaturahmi, pentas seni, kegiatan keagamaan, dan

sebagainya pada masa tenang.

f. Memastikan bahwa media masa cetak, media masa elektronik,

dan lembaga penyiaran agar tidak menyiarkan berita, iklan,

rekam jejak atau bentuk lainnya yang mengarah kepada

kepentingan Kampanye Pemilihan yang menguntungkan atau

merugikan pasangan calon. [vide Bukti PK.6.7-107)

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan

Hilir sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor:

381.C/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 22 November 2024, yang

pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir 

menghadiri coffe morning, tujuan dilaksanakannya coffe morning 

untuk menjaga kondusifitas dan silaturahmi diantara kedua 

Pasangan Calon dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Rokan 

Hilir [vide Bukti PK.6.7-108] 

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Rokan

Hilir sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan

nomor: 386.B/LHP/PM.00.02/11/2024 tanggal 24 November 2024,

yang pada pokoknya menerangkan bahwa Bawaslu Kabupaten

Rokan Hilir pada tanggal 24 November 2024 bersama sama

dengan Forkopimda melakukan pencegahan secara persuasif

dengan mendatangi secara langsung pasangan calon untuk

menjaga kondusifitas selama masa tenang. Ketua Bawaslu

Kabupaten Rokan Hilir pada tanggal 24 November 2024

mengintruksikan kepada ketua panwaslu kecamatan Bangko agar

berkoordinasi ke Kapolsek Kecamatan Bangko untuk mengawasi

aktivitas dirumah dinas Bupati yang diduga ada pengumpulan

massa di masa tenang. selang beberapa jam masyarakat datang

untuk melakukan audensi kekantor Bawaslu Rokan Hilir dan

meminta kepada Bawaslu Rokan Hilir untuk menghentikan dan
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dugaan pelanggaran pemilihan sehingga laporan tidak 

diregistrasi [vide Bukti PK.6.7-133] 

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Pit. Bupati Kabupaten 

Rokan Hifir tidak netral karena melakukan penggantian Pj. Penghulu dan 

merupakan pendukung Pasangan Caton Bupati dan Wakil Bupati nomor 

urut 2 Kabupaten Rokan Hflir Tahun 2024 {hataman 26). Terhadap dalil 

Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir: 

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan

Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon a quo, tidak

terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan

permohonan sengketa Pemilihan

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan

yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Rokan Hilir telah melakukan upaya

pencegahan dengan mengeluarkan Surat lmbauan Nomor

129/PM.00.02/RA-08/04/2024 pada tanggal 01 April 2024 perihal

mengimbau Kepada Bupati dan Wakil Bupati/Walikota atau pejabat

Bupati/Walikota yang ditujukan kepada Bupati Rokan Hilir yang

pada pokoknya menerangkan [vide Bukti PK.6. 7-137]

a. Memperhatikan ketentuan Pasal 71 ayat 1 sampai dengan

Pasal 71 ayat 6, Pasal 188 dan Pasal 190 Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

menjadi Undang-Undang;

b. Memperhatikan ketentuan Pasal 9 Ayat (2), Pasal 12, Pasal 24

ayat (1 ), Pasal 52 ayat (3) huruf j Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil

Negara;
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